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ABSTRAK

Hakekat sistem Self Assessment dalam pemungutan pajak Khususnya
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dao Bangunan (BPHTB) meletakkan
posisi wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam melaksanakan kewajiban
pajaknya. Sistem yang mengharuskan wajib pajak mengisi formulir sendiri,
menghitung hesarnya pajak sendiri dan wembayar pajak terntangnya sendiri.
Tetapi pada pelaksanaannya, kewajiban pajak dari wajib pajak itu ¢elah
bergeser vang tadinya dilaksanakan oleh wajib pajaknya sendiri menjadi
orang lain atau pihak ketiga yang aktif melaksanakan kewajihan dari wajib
pajak. Khusus pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam pemungutan
BPHTB, seringkali Notaris-PPAT vang aktif meiaksanakan kewajiban pajak
dari wajib pajak (penerima hak atas tanah dan bangunan), Hal ini membuka
peluang terjadinya Under Assessment yang dapat mengsurangi penerimaan
regara. Disamping itn karena UU BPHTB sendiri yang kurang tegas memberi
batasan tentang dasar pengenaan pajak BPHTB yang justeru memberi pilihan
dalam merentukan dasar pengenaan BPHTB.

Notaris-PPAT  sebagai  pejabat  pungut  pajak memang  bisa
melaksanakan sebhagian tugas dari aparat pajak yaitu memungut pajak
BPHTH berkaitan dengan perannya dalam membuat akta peraliban haknya.
Walaupus tidak ada satupun peraturan jabatan Notaris yang dengan tegas
mengharushan untuk memungut pajak, tapi sebagsai PPAT ada peraturan
Pemerintah tentang Jabatan PPAT yang memerintahkan untuk tidak
menasndatangani akta peralihan haknya schetum pajak BPHTB-nya dibayar.
Padahal seorang Neotaris biasanya merangkap sebagai PPAT, ini yang barus

dipecahkan dan dicari penyelesaiaannya.

Kata Kunci : Sistem  Self Assessmient-BPHTB-Notaris-PPAT

WILIE
PERPUSTAKAAR
WMIVERSITAS AIRLANGOS |

SURABAYA )
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DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

B UU Nomor 21 tabun 1997 juncto UU Nemor 20 tahun 2000 tentans
Bea Perolchun Hak atas Tanch dan Bangunan.

® U Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 9 Tuhun 1994 dan UU
Nomor 16 Tahun 2000 tentang K efentuan Umunt dan Taia Cara
Perpajakan.

B UU Nomer 5 Tabun 1960 tcntzngm -}’eraturmz Dasar Pokok-Poliok
Agraria

B LU Nomor 12 Tahun 1985 juncto UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Buwrni dan Bangunan,

B 17U Noeivor 4 Tahun 1996 tentang  Haok Fanggungoan.

B Burperlifh Wetboek (BW)L

®  Peraiuran Jahatan Notaris (PN}

® Undane-{'ndane Nomor 30 tabun 2004 tentang Jabatas Notaris

B Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentaug Peraturan
Jabwran PPAT

W Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasiogal Nomor 4 Tahun 1999 tentang  Keteniuan Pelaksanaan PP
Nomer 37 Tultun 1998

® VPeraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Penentuan

besarnya Nilai Peroleharn Oby ek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB
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®  Keputusan Direktur .fenderal Pajak Nomor : Kep-02/P.1/2000
tentang Perunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPHTR dan Bentuk
sertd Fungst SS8

W Kepulusan Vienteri Kenangan Nomor St6/ KMK. (42004 tentang
Terad Cara Pertoentuan besarnya Nilal Perolokan OBy ok Pafak Tidak
KNena Pajak BPHTH

8 Keputusan Menteri Kenangan Nomor S17/KAMb (42000 tentang
Penunfukan Tempat dan Tala ﬂuiu Pembuyaran BPHTH

B Feputusan Menteri Keuangan Nomor SI8RMEK 84200 tentang

Pemberian Pengurangan BPHTS.
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DATFTAR SINGKATAN

: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
: Badan Usaha Milik Negara

: Badan Usaha Milik Daerah

: Direktorat Jenderal Pajak

1 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

: Menghitung Pajak E)rang
: Menghitung Pajak Sendiri
: Nilai Jual Obyek Pajak
: NiJai Perolehan Obyek Pajak
: Nilai Perolehan Obyek Pajak kena Pajak
: Nifai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
: Pajak Bumi dan Bangusan
: Peratwran Jabatan Neoftaris
: Peraturan Pemerintah
: Pejabat Pembuat Akia Tanab
: Pajak Penghasilan
: Surat Pemberitzhuan Obyek Pajah Bumi dan
Bangupan
: Semi Sell Assessment
: Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

: Sural Edaran
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Ui : Undang-Undane
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BAB i

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum pengenaan pajak bermuara dari Pasal 23 ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “segala pzajak untuk keperiuan
negara berdasarkan undang-undang”. Setelah amandemen ketiga UUD 1945,
d‘asar hukum tersebut diatur dalam Pasal 23 A yang berbunyi "Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
Undang-Undang.” Jadi tidak mungkin ada pajak yang dipungut berdasarkan
peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari Undang-Undang. Pasal 23 ayat
2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak hanya merupakan sumber hukum
formal dari pajak tapi sebenarnya dalam ketentuan tersebut juga tersirat
falsafah pajak yang lebih mendalam’. Dengan kata fain, sebagat negara
demokrasi, rakyat mempunyat hak untuk menentukan nasibnya sendiri, unfuk
Hu rakyat mempunyai hak untuk ikut serta menetapkan pajak yang merupakan
beban. Sehingga semua pungutan pajak teriebih dahulu harus mendapat
persetujuan dari rakyat. Persetujuan ini diperoleh melalui Dewan Perwakilan
Rakyat yang merupakan wakii rakyat untuk kemudian diwujudkan dalam

bentuk Undang-Undang.

! Rochmat Scemitro, Asas dan Dasar FPerpajokan [, cet V, Revika Aditama, Bandung, 1998 h 7.8

mILIRE
PERPUSTALAARN
RSITAS AIRLANOCOA
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Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan
perwujudan kewajiban kenegaraan dajam kegotongroyongan nasional sebagai
bentuk peran serta masyarakat dalam kut serta membiayai pembangunan.
Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak
harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Begitu juga dengan landasan hukum
pengenaan B2a Perolehan Hax Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut
BPHTB) sehubungan dengan _|_3_e_rolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun
2000 selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU BPHTB lama dan UU BPHTB
baru. Dasar pemungutan BPHTB pada hakekatnya didasari oleh pemikiran
bahwa tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
dasar yang berupa papan, juga sebagai komoditas strategis serta alat
investasi yang menguntungkan, yang memberikan keuntungan ekonomis bagi
yang memperoleh hak atas tanah, sehingga sudah sewajarnya kalau penerima
hak atas tanah dan/atau bangunan i{u memberikan kontribusi kepada negara
dengan jalan membayar BPHTB.

Berdasarkan penjelasan umum UU BPHTB baru, pengenaan pajak
apapun tefmasuk BPHTB harus dengan memperhatikan asas-asas keadilan,
asas kepastian hukum, asas legalitas dan kesederhanaan serta didukung oleh
sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak memenuhi

kewajibannya. Dalam penjelasan umum undang-undang fersebut juga

-

Sistem Self Assessment ... CH. Ainin Chasanah, S.H.



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dinyatakan bahwa dengan berpegang pada asas-asas keadilan, kepastian
hukum, fegalitas dan kesederhanaan, maka Undang-Undang Nomor 20 tahun
2000 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 1897
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, mempunyai arah dan
tujuan, yaitu

a. menampung perubahan tatanan dan prilaku ekonomi masyarakat
dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan nasional d
bidang ekonomi yang bertumpu pada kemandirian bangsa untuk
membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan yang berasal
dari penenmaan pajak ;

b. febih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat
pelaku  ekonomi untuk Dberpartisipasi dalam  pembiayaan
pembangunan sesuai dengan kewajibannya.

Sudah saatnya bagi rakyat selaku wajib pajak diberi kepercayaan dan
Kebebasan yang penuh untuk menghitung sendirt dan menyetor pajaknya
sendiri ke negara sehagai bentuk riif dari sistem Seff Assessment. Begitu
juga halnya dengan pemungutan BPHIB yang di dasarkan pada UU BPHTB
lama jo UU BPHTB baru tentang BPHTB. Undang-Undang tentang BPHTB
tersebut dibuat dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara dan
peralihan hak atas tanah dan bangunan baik karena adanya pemindahan hak
maupun adanya pemberian hak baru yang dibebankan pada penerima hak.
Berdasarkan UU BPHTB, pengenaan BPHTB ini telah memenuhi aspek

keadilan bagi masyarakal ekonomi lemah karena dipungut dengan

memperhatikan nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak kena

3
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pajak, selanjutnya disebut NPOPTKP yang ditentukan secara regionai per
daerah. Walaupun sebenarnya hal itu tidak menjamin terpenuhinya rasa
keadilan masyarakat sebab ketentuan tentang NPOPTKP itu justeru
merupakan celah yang dapat dijadikan dasar pembenar bagi pengecilan
jumiah pajak yang seharusnya dibayar bahkan bisa nihil pembayaran BPHTB-

nya jika yang uipakai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan hak

- atas tanah dan bangunan tidak kena pajak dengan mengesampingkan harga

transaksi yang sebenamya lebih tinggi dari NPOPTKP.

Salah satu prinsip yang dianut dafem UU BPHTB lama tentang Bea
Perplehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai landasan hukum
pengenaan BPHTB adalah bahwa pemenuhan Kewajiban pembayaran
BPHTE didasarkan pada sistem “Sef Assessmen{” yaitu sistem yang
memberikan kepercayaan Kepada wajb pajak untuk menghitung dan
menyetor pajaknya sendiri ke kas negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan
perpajakan yang ada. Sistem Sef Assessment ini memberikan kewenangan
kepada wajib pajak, kepercayaan penuh serta tanggung jav;;ab untuk
melaksanakan kewapban pajaknya, dengan menghiiung, membayar dan
melaporkan sendil besarnya pajak vang harus dibayar.? Dengan kata lain

pemungutan dengan sistem ini berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk

]
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menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan
Surat Setoran BPHTB ( selanjutnya disebut SSB), dan melaporkan sendiri
Nilai Perolehan Obyek Pajak (selanjutnya disebut NPOP) sesuai dengan
harga transaksi atau harga pasar tanpa menunggu surat ketetapan pajak
diterbitkan.

Pada kenyataannya terjadi penyimpangan, penerima hak baru dalam

- peralihan hak atas tanah yang menjadi subyek hukum dalam pemungutan

BPHTE seringkali menyerahkén sefuruh pemenuhan persyaratan perafihan
haknya kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut
PPAT) termasuk tentang penghitungan BPHTB dan pengisian formuly SSB
sekaligus pembayarannya ke Kantor Pos atau Bank yang diunjuk. Wajib
Pajak tidak mau dipusingkan dengan penghitungan dan pengisian formulir
55B dan segala sesuatu yang berkaitan dengan BPHTB, yang penting bagi
penerima hak adalah proses pengurusan peralihan haknya cepat selesai,
sehingga semua diserahkan kepada Notaris-PPAT yang membuat peralihan
haknya. Sering terjadi Notaris-PPAT memberikan kesempatan kepada klien,
yang menjadi wajib pajak BPHTB, berupa kemudahan-kemudahan atau
keringanan dalam penghitungan BPHTB. Qleh kal_'ena ada celah dalam
pengaturan BPHTB yang memungkinkan terjadinya pengecilan jumiah pajak
yang seharusnya dibayar dengan mengesampingkan harga transaksi yang

sebenarnya jauh lebih tinggi dari pada NPOPTKP atau dengan jalan

5
Sistem Self Assessment ... CH. Ainin Chasanah, S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mengecilkan harga transaksi minimal sama dengan NPOPTKP atau dengan
cara mencantumkan NPOP yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya,
Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, ada 2
(dua) topik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut
a. Bagaimana Sistem Sef Assessment sebagai sistem pemungutan dalam
usaha pemung tan Bea Peroiehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 7
b. Bagaimana fungsi N?@ris-PPAT datam pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Béngunan yang berlandaskan pada sistem SeX

Assessment ?

2. Tujuan Peneltian
a. untuk mengetabui dan menganalisis Sistem Sef Assessment sebagai
sistemn pemungutan Bea Peroiehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
b. untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Notaris-PPAT dalam

pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

3. Manfaat Penelitian
a. Peneitian dalam tesis ini dari seg! teoritis diharapkan bermanfaat baik
bagi kalangan akademisi mauf)un masyarakat luas dalam rangka
pengembangan imu pengetahuan, Kkhususnya di bidang hukum

perpajakan. Penelitian ini juga dibarapkan bisa memb€ri masukan bagi

<]
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pem'benluk Undang-Undang khususnya tentang BPHTB, yaitu dalam hal
penetapan dasar pengenaan pajak yang disebut NPOPTKP vang
merupakan salah satu celah dan sering dimanfaatkan dalam upaya untuk

pengecilan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

. Penelitian ini dari segi praktis diharapkan bermanfaat bagi pejabat-

pejabat yang berperan dalam usaha pemungutan BPHTB, khususnya
bagi Notaris-PPAT, waji_b pajak dan aparatur pajak dalam rangka untuk
menyadarkan dan mengerﬁbalikan fugas dan fungsi masing-masing yang
berlandaskan pada sistem Se¥ Assessmenl sebagai suatu sistem
pemungutan dalam BPHTB, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan

jumiah penerimaan negara dari sekior pajak khususnya dari pajak

BPHTB.

4. Kajian Pustaka

Sistem Self Assessment yang dianut dalam UU BPHTB mempunyai

unsur penting yang diharapkan ada daiam diri setiap wajib pajak yaitu

a. faxconsciousness fkesadaran pajak
b. kejujuran waijib pajak

c. fax mindedness Masrat membayar pajak

-{ Mitry T

PERPUSTAK 5 o ?
[ v 'sm'“ AIRLANGOA
— VRABA Ya

)
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d. taxdiscipline /disiplin wajib pajak terhadap peraturan pajak 3

Pemungutan BPHTB dengan menggunakan sistem Self Assessment
diharapkan lebih menguntungkan bagi pemerintah karena biayanya lebih kecil,
yang dibutuhkan hanya penyuluhan dan publikasi tentang tenggang wakiu
penyampaian SSB dan kemana pajak BPHTB harus dibayar.

Pada dasarnya BP4TB merupakan pajak yang dipungut karena ada
peralihan hak atas tanah d_gn) bangunan yang nilai peralihannya melebibi
NPOPTKP, yang dikenakan kepéda penerima hak baik orang atau badan, baik
karena pemindahan hak ataupun pemberian hak baru. Tarip BPHTB sebesar
5% dari NPOP yaitu nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan NJOP seteiah
dikurangi NPOPTKP yang ditentukan secara regiona! per daerah. Tapi
kenyataannya seringkali 9 % dihitung dari NPOP berdasarkan NJOP bukan
berdasarkan nilai tertinggi antara NJOP dengan harga transaksi melainkan
justeru berdasarkan mana yang lebih kecit sehingga besarnya pajak BPHTB
[uga akan iebih kecil dari yang sehaiusnya dibayar.

Fakta yang tlefjadi tersebut sering karena adanya pengaruh dari
pelaksanaan jabatan Notaris - PPAT dalam pembuatan akia peralihan haknya.
Netaris dan PPAT adalah dua jabatan yang berbeda karena masing-masing
tunduk pada peraturan yang berbeda walaupun seringkali Notfaris itu

merangkap sebagai PPAT. Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris

-

*Rochmat Soermitro H., op.cif h 14
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(PJN), sedangkan sebagal PPAT diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan PPAT. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Kehakiman (demikian menurut pasal 3 PJN) sedangkan PPAT
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Peitanahan Nasional {(menurut pasal 5 PP 37 Tahun 1998). Tapi keduanya

sama-sama sebagai Pejabat Umum walaupun status pejabat umum Notaris

_dan status pejabal umum PPAT tidak sama.

Notaris-PPAT sebagal pelaksana dalam proses peralihan hak yang
menjamin kepastian hukum diharapkan dapat turut membantu meningkatkan
penerimaan negara khususnya dalam pemungutan BPHTB. Walaupun
sebenarnya Notaris-PPAT itu bukan aparatur pajak ataupun pejabat pajak, tapi
pelaksanaan jabatannya yaitu membuat akta perakhan hak yang membuat
Notaris-PPAT itu sangat berperan dalam usaha pemungutan BPHTB yang
menggunakan sistem Sef Assessment. Di sinl peran Notaris-PPAT sangat
dibutuhkan khususnya dalam rangka pelaksanaan sistem Se# Assessment tu,
tapi hanya sebatas penandatanganan akta peralihan hak yang pada akhirnya
berpengarun pada proses peralihan haknya. Notaris-PPAT fidak boleh
menandatangani akta peralihan hak selama BPHT_B-nya belum dibayar,
sehingga secara tidak langsung Notaris-PPAT ikut berperan dalam usaha

pemungutan pajak BPHTB ini.
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5. Metode Penutlisan

a. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode peneitian hukum
dalam rangka unfuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum,
yaitu pendekatan yang mernekankan pada pencarian norma dalam
ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan
dengan sistem SeX Asse#smenf sebagai sistem pemungutan BPHTB
untuk kemudian dikaitkan dengan fungsi Notaris-PPAT. Pendekatan seperti

ini bertujuan untuk menemukan kebenaran normatif sesual dengan yang

dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian i terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan BPHTB, yaitu
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor
21 tahun 1997 tentang BPHTB |
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 {entang Penetapan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 tentang

10
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penangguhan mulai berltakunya undang-undang Nomor 21 tahun

1997 tentang BPHTB menjadi Undang-Undang.

. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 9

tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

. Undang-Undang Nomos 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria ;

¥

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor

12 tabun 1894 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
. Burgerlijk Wetboek (BW)
. Peraturan Jabatan Notaris (PJN)

. Peraturan Pemerinfah Nomor 37 tahun 1998 tenfang Peraturan

Jabatan PPAT ;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasionat Nomor 4 tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP

Nomor 37 tahun 1988

11, Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2000 tentang Penentuan

besarhya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB ;

11
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12. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ/2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPHTB dan Bentuk
serta fungsi SSB ;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang
Tata cara penentuan besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak BPHTS ;

14. Keputusan Menle_r? Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang
Penunjukan tampat dan tata cara pembayaran BPHTB

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.04/2000 tentang
Pemberian pengurangan BPHTB ;

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatus-literatur lain yang

erat hubungannya dengan masalah yang dibahas, antara lain ;

4. Buku-buku ;

2. Hasil-hasil penelitian ;

3. Surat Edaran-Surat Edaran, ya#tu Surat Edaran Nomor ;| SE-
28/PJ.6/2000 tentang Penjelasan tata cara pengurangan BPHTH ;

4. Majalah-majalah hukum ;

§. Surat Kabar Harian |

6. Tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan inti permasalaha

mnll.l R ™

PUSTAKAA

UBIVEREITAS AIRLAN
SURABAY,
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6. Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri
dan heberapa sub hab yang disusun secara sistematik.

Bab { merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab
yaitu Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang berisi gambaran umum yang
mengambarkan motivasi dari penulis untuk sampai pada rumusan masalah
untuk dibahas dan dicari penyel;asaiannya Dalam sub bab tentang Tujuan dan
Manfaat Penefitian mengulas tentang apa yang menjadi tujuan dari penulis dan
manfaat apa yang berhasil diambil baik oleh penulis, akademisi, pembuat
paraturan maupun masyarakat luas. Selanjutnya metodologi berisi tentang
bagaimana masalah yang sudah berhasil dirumuskan #tu didekati, metode yang
dipakai, bahan hukum serta bagaimana tehnik pengolahan datanya. Kajian
~ustaka memuat kajian lentang jangkauan kaimat yang menjadi tema
penulisan sehingga diperoleh pemahaman yang sama. Pertanggung-jawaban
Sistematika berisi tentang rangkaian penjelasan mengenai sub bab-sub bab
yang telah disusun secara sistematik untuk memudahkan pemahaman.

Bab it berjudul Sistem Sef Assessment dalam pemungutan BPHTB
yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yang pada intinya mengupas tentang seluk

heluk BPHTB dan sistem pemungutannya, termasuk tentang tandasan hukum,

14
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ruang lingkup dan tata cara pemunguian serta kelebihan-kelebihan dan
ketemahan-kelemahan dari sistem  Sef Assessment Ini.

Bab Il tentang Peran Notaris-PPAT dalam Pemungutan BPHTB, terdir
dari 2 (dua) sub bab merupakan inti pembahasan yaitu peran Notaris-PPAT
dalam pemungutan BPHTB yang mengupas {entang Pejabat-Pejabat yang

berperan dalam pemungulan BPHTB dan bagaimana peran Notaris-PPAT

dalam pelaksanaan sistem SefX Assessment. Dalam bab ini dilengkapi dengan

H

beberapa ilustrasi sebagal .contoh pemungutan BPHTE vyang dapat
memperjelas peran Notaris-PPAT didalamnya, sehingga apa yang menjadi
permasatahan datam tesis ini teljawab.

Bab iV Penutup, yang berisi 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan
saran. Pada sub babp Kesimpulan berist tentang hasii dari rangkaian jawaban
alas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis pada
bab terdahulu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya.
Sedangkan pada sub bab Saran merupakan himbauan yang periu ditindak-
lanjuti oleh semua pihak yang berwenang dan yang berkepentingan dalam
rangka usaha penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum perpajakan

yaitu pajak Bea Perofehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

ww ¥y o
PEEFUETAE gt
WMIVERSITAS AIRLANGOA
15 SURABAYA J
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_ BAB I1
SISTEM SELF ASSESSMENT
DALAM PEMUNGUTAN
BPHTB
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BAB I

SISTEM SELFASSESSMENT BPHIE

1. Pengaturan Dan Ruang Lingkup Pemungutan BPHTB

Dalam peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan ada 2 (dua) macam
kewajiban pajak yang harus dipenuhi iebih dahulu atau minimat bersamaan dengan
saat peralihan hak yaitu pertama pajak atas penjualan hak atas tanah dan/atau
l‘Jangunan, kedua pajak penibélian hak atas tanah danfatau bangunan. Pajak
penjualan dipungut kepada pelepas hak dari penghasilan yang diperoleh dalam
peralinan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disebut Pajak Penghasilan
(PPh). Sedangkan pajak pembelian dipungut kepada penerima hak atas perolehan
hak atas tanah darvatau bangunan yang disebut BPHTB. Bukti pembayaran untuk
pajak penjualan disebut Surat Seteran Pajak Penghasilan (SSP), sedang bukt:
pembayaran BPHTB disebut Surat Setoran BPHTB (8SB). Tanggal SGP dan 55B
inilah yang harus diperhatikan agar proses peralihan haknya dapat dilaksanakan
dengan lancar. Tanggal-tanggal fersebut harus minimal sama atau sebelum
tanggal akta peralihan haknya yang dibuat oleh Notaris-PPAT itu ditandatangani.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Menurut pasal 1 ayat 3 UU BPHTB baru, yang
dimaksud dengan perolehan hak atas tanah danfatau bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperciehnya hak atas

16
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dan/atau bangunan yang dimaksud adalah hak atas tanah termasuk bak
pengeiolaan beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria, Undang-Undang Nomor 16 fahun 1985 tentang Rumah Susun dan
ketentuan perundang-undangan yang lain. Jenis-jenis hak atas tanah yang
peralihan haknya dapat dikenai pajak BPHTB adatah :
B Hak Milik ;
® Hak Guna Usaha ;
B Hak Guna Bangunan ;
B Hak Pakai ;
B Hak Milik atas Satuan Rumah Susun |
B Hak Pengelolaan
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatur dalam
UUPA Nomor 5 tabun 1860. Sedangkan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.
Hak Pengelolaan diatur iebih tanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
1953.

Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Undang-Undang Nomar 21
tahun 1997 tentang BPHTB (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997

Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik indonedia Nomor 3688)

17
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000
tentang perubaban atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1987  tentang
BPHTB {(Lembaran Negara Republik {ndonesia tahun 2000 Nomor 130 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388}, Hal-hal dalam
UU BPHTB fama yang tidak diubah oleh UU BPHTB baru, masih tetap berlaku
sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU BPHTE yang baru. Salah satu pokok
perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah memperiuas
cakupan obyek pajak BPHTEB unt’uk mengantisipast lerjadinya perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan dalam benfuk yang baru sesual dengan
perkembangan yang terjadi. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang tersebut
mengatur tentang obyek pajak BPHTB. Perolehan hak atas tanah danfatau
bangunan dalam bentuk yang baru yang tidak diatur dalam undang-undang
sebelumnya yaitu UU BPHTB lama, meliputi perolehan hak karena .
1. Wans
2. Penggabungan Usaha
3. Peiebuaran Usaha
4. Pemekaran Usaha

Sebelum UU BPHTB yang baru berlaku yaitu pada fanggal 1 Januari
2U01. perolehan hak atas fanah dan/atau bangunan yang terjadi karena 4
(empat) pemindahan hak tersebut di atas, tidak dikenai pajak BPHTB atau

bukan merupakan obyek pajak BPHTB. Tetapi kemudian dengan berlakunya
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UU BPHTB yang baru, pemindahan atau perolehan hak tersebut di atas
menjadi obyek pajak BPHTB yang perciehan haknya dapat dikenai pajak
BPHTB.

Waris merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang sebelum UU
BPHTB yang baru berlaku, bukan merupakan obyek BPHTB. Jadi sebelum
tanggal 1 Januari 2001, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan Karena
waris bukan merupakan obyek pajak BPHTB sehingga penerima haknya tidak
dikenai pajak BPHTB. Tetapi sejak bherlakunya UU BPHTB yang hary, ahh
waris sebagai penerima hak karena pewarisan dikenakan pajak BPHTB.
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris adalah perolehan
hak alas tanah danfatau bangunan dafl pewaris kepada ahli waris, yang
berlaku setelah pewaris meninggal dunia,

Berdasarkan Peraturan Pemerniah Republik Indonesia Nomor 111
tahun 2000 tentang pengenaan BPHTE karena waris dap hibah wasiaf,
besarnya pajak BPHTB yang terutang karena waris atau hibah wasiat adalah
50 % dari BPHTB yang seharusnya terutang. BPHTB yang terutang = tarif X
NPOPKP = § % (NPOP-NPOPTKP). Tarif BPHTB adalah 5 %, sedangkan
NPOPKP adalah NPOP dikurangi NPOPTKP Saat terutangnya B8PHTB karena
waris adafah sejak tanggal yang bersangkutan mendafiar peralihan haknya ke
Kantor Pertanahan setempal. Adapun nifai perglehan hak atas tanah dan/atau

bangunan karena waris adalah nitai pasar pada saat didaftarkannya perolehan
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haknya tersebut ke kantor perianahan. Dalam hal nilai pasar ternyata lebih
kecil dari NJOP PB3, maka nilai perolehan cbyek pajak yang digunakan
sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NJOP PBB tahun terjadinya
perolehan hak atas tanah danfatau bangunan tersebut. Kepala Kantor
Pertanahan setempat hanya dapat melaksanakan pendaftaran perolehan hak
karena waris kepada ahli waris jika ahii waris selaku wajib pajak BPHIB
menyerahkan bukt pembaya_ran pajak BPHTB berupa SSB* = Pejabat yang
berperan dalam pefaksanaan pehdaﬂaran perolehan hak karena waris kepada
ahli waris dalam kaitannya dengan pemungutan pajak BPHTB, bukanlah
Notaris/PPAT melainkan Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah
tempat tanah danfatau bangunan yang menjadi obyek pewarisan itu berada. Di
2 peran Notaris-PPAT hamwya sebatas memberikan penyuluhan atau
keterangan tentang bagaimana mengisi Formulr SSB dan bagaimana cara
penghitungannya.

Berdasarkan pasail 2 ayat 2 UU BPHTB yang baru, perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek pajak BPHTB itu meliputi
a. Pemindahan hak, Karena :

1. Jual bel

2. Tukar Menukar

P lawa bog “Paak Harta Warisan® | edisi Kamis, 29 2pril 2004,
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3. Hibah
4. Hibah wasiat
5. Waris
6. Pemasukan datam Perseroan atau Badan Hukum fainnya
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
8. Penunjukan pembeii dalam lefang
9. Pelaksanaan putusan [1;}<im yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap
10. Penggabungan usaha
11. Peleburan usaha
12. Pemekaran usaha '
13. Hadiah
b. Pemberian hak baru, karena :
1. kelanjutan peiepasan hak
2. diluar pelepasan hak
Sedangkan dalam UU BPHTB yang tama, pada ketentuan pasal 2 ayal
2 peroiehan hak atas tanah daniatau bangunan yang menyadi obyek pajak
BPHTB itu meliputi
a. Pemindahan hak, Karena .

1. Jual beli

21
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2. Tukar Menukar

3. Hibah

4, Hibah wasiat

5. Pemasukan datam Perserpan atau Badan Hukum lainnya
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

7. Penunjukan pembeli dalam lelang

8. Pelaksanaan putusan hakim yang felah mempunyai kekuatan hukum

]

tetap
9. Hadiah
b. Pembenan hak baru, karena :
1. kelanjutan pelepasan hak
2. dituar peiepésan hak
Ruang lingkup pengenaan pajak BPHTB menurut UU BPHTB yang lama
diperiuas oieh UU BPHTB yang baru. Pokok-pokok perubahan dari UU BPHTB
lama menjadi UU BPHTB yang baru, adalah :
1. Pasal 1 tentang pengertian-pengertian
2. Pasal 2 tentang obyek pajak BPHTB
3. Pasal 3 tentang obyek pajak yang tidak dikenai pajak BPHTB
4. Pasal 6 tentang dasar pengenaan pajak BPHIB

5. Pasal 7 tentang NPOPTKP regional

22
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6. Pasal 9 tentang saat terutangnya pajak BPHT8

7. Pasal 10 tentang tata cara pembayaran pajak BPHTB

8. Pasal 18 dan 19 tentang permohonan banding

9. Pasal 20 tentang pengurangan pajak

10. Pasal 23 ada tambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat 1 a tentang pembagian
penerimaan pajak BPHTB

11. Pasal 24 ada tambahan 1 (satu) ayal yaitu ayat 2 a tentang keharusan
pejabat untuk minta SSB seE;IL;m saat pemberian hak

12. Pasal 26 tentang denda pejabat yang melanggar pasal 24

13. Pasal 27 ada tambahan 2 (dua) pasal yaitu pasal 27 A dan pasai 27 B
tentang ketentuan peralihan.

Jadi ada beberapa pokok permasalahan dalam UU BPHTB yang lama yang

diubah atau disempurnakan oleh UU BPHTB yang baru. Pasal 1 ayat 3 UU

BPHTB yang baru ada tambahan “Undang-Undang Nomor 16 tahun 1885

tenfang Rumah Susun dan ketenfuan perundang-undangan lainnya”, sehingga

hak atas tanah danfatau bangunan tersebut mencakup lebih luas yaitu hak atas

tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana

yang dimaksud dalam UUPA, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang

Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebelumnya hak atas fanah danfatau bangunan yang dimaksud hanya yang

herdasarkan UUPA tapi dengan UU BPHTB yang baru diperluas sesuai dengan
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perkembangan kegialan usaha yang ierjadi saat ini yeng terus menerus
perkembang.

Selain pasat 1 ayat 3 UU BPHTB tama, perubahan yang berupa
tambahan juga terdapat dalam pasal 1 ayat 8 yaitu tentang tempat penyetoran
pajak BPHTB. Sebelumnya tempat penyetoran pajak BPHTB disebutkan “ke
kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”, cieh UU
BPHTB yang baru lebih diperinci bahwa tempat penyetoran pajak BPHIB itu
me!alui' Kantor Pos dan,’ataﬁ-gank BUMN atau Bank BUMD atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh menten.

Pasal 2 UU BPHTB ijama {entang obyek BPHTE oleh UU BPHTE yang
baru ditambah 4 (empat) hentuk baru perolehan hak atas tanah danfatau
Bangunan yang menjadi obyek pajak BPHTE seperti telah dijelaskan pada
bagian terdahulu Hai #u karepna adanya kegiatan usaha vyang terus
berkembang dari waktu ke waktu, sehingga ruang lingkup obyek pajak BPHTB
diperfuas. Kegiatan usaha yang meliputi penggabungan, peleburan dan
pemekaran usaha yanhg menyebabkan diperolehnya suatu hak atas tanah
dan/atau bangunan yang melebihi NPOPKP, maka yang menerima hak atas
tanah dan/atau bangunan tersebut menjadi wajib pajak BPHTB.

Dalam pasal 3 avat 1 huruf C tentang obyek pajak yang tidak dikanakan
pajak BPHTEB dalam UU BPHTB lama dipersempit oleh UU BPHTB yang baru

dengan syarat fidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar
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fungsi dan tugas badan/perwakiian organisasi infernasional tersebut. Dalam hal
waris, dulu bukan obyek pajak BPHTEB tapi dengan UU BPHTB yang haru
menjadi obyek pajak BPHTB yaitu dalam hal nilainya melebihi NPOPTKP yang
ditetapkan secara regional cleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

indonesia Nomor 516/KMK.64/2000 tentang tata cara penentuar hesarnya

_nital perolehan pajak tidak kena pajak BPHTB ditetapkan maksimal

A

Rp.300.000.000 - (tigaratus juta rupiah), yang ditetapkan secara regienal yaitu
penetapan untuk masing-masing Kabupaten/Kota berbeda.

Berdasarkan Keputusan RMenteri Keuangan RI Nomor KEP-
560/WPJ 09/BD.05/2001 tanggal & Desember 2001, khusus untuk wilayah
Kabupaten Sidoarjo, NPOPTKP BPHTB muiai tahun 2002 ditetapkan sebesar
Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiahy dalam hal perciehan hak
karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan kejuarga sedarah daiam garis keturunan lurus 1 derajat keatas atau
1 derajat kebawah dengan pemberi hibah termasuk suami isteri. Untuk
peroiehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Sidoarjo, selain
wafis atay hibah wasiat tersebut di atas, ditetapkan sebesar Rp 30.000 000 -
(tigafpuluh juta rupiah). Melaiui sural edaran yang dikeluarkan oleh KP PBB
Sidoarjo, Nomor SE-205/WPJ.09/KB.0304/2002 tangga! 11 Januan 2002

keputusan menteri tersebut berlaku untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo.
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Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomeor KEP-531/PJ/2G00
tanggal 20 Desember 2000, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang
menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan Keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke
bawah dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 50 % dari pajak BPHIB
yang terutang.
I.2. Kendala Sistem SeX Assessment dalam Pemungutan BPHTB
A. Hakekat Sistem Self Asses.;;z;nt

Sistem Seff Assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib
pajak untiuk menghitung sendiri dan menyetor sendiri pajaknya ke kas negara
sesuai dengan ketentuan peraluran perpajakan. Wajib pajak dituntut
kejujurannya, kepatuhannya dan kesadarannya yang mendalam, yang akan
diimbangi dengan pelayanan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari aparat
perpajakan. Sistem Sef Assessmenl yang murni befarti menghitung dan
menyetor pajaknya sendiri, inilah yang menjadi dasar MPS {Menghilung
Pajaknya Sendir) {api cara pemungutannya Semi SeX Assessmeni (SSA)
yaitu pembayaran oleh wajb pajak sendiri tapi dihitung dan disetorkan ke kas
nagara oleh orang lain dan ini merupakan dasar untuk menghitung pajak orang

(MPO) -

"R Santoso Brotoditmrdio. Fengantar o Hukum Pajak, Cet.XT, Eresco, Jakarta-Bandung,
1983, h61. ’

6
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Sistem Self Assessmenf mempunyai karakteristik dan prinsip bahwa
wajib pajak diberi kepeicayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan
melapor sendiri pajaknya yang fterutang. Tanggung jawab atas Kewajiban
pelaksanan pajak berada pada wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini
aparat pajak (fiskus) sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan
pembinaan, penelitian dan pengawasan sefta pemeriksaan terhadap
pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.

Dalam sistem Sen‘-;ssessmenr mempunyai beberapa kelebthan
sekaligus kelemahain-kelemahan. Kelebihan-ketebthan dari sistem Self
Assessment ini, antara lain :

1. Kemungkinan adanya kerja sama antara wajib pajak dengan aparat pajak
sangat kecil karena dalam sistem Sef Assessment ini wajib pajak dituntut
dan diwajibkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.

2. Fiskus memberi Kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak uniuk
melaksanakan kKewajiban perpajakannya.

3. Mengalarkan kepada wajib pajak untuk bersikap uur, patuh dan
berfanggung jawab serta disiplin yang tinggi terhadap kewajiban untuk
membayar pajak dan akan membentuk sikap kemandirian wajib pajak
dalam menentukan, menghitung dan membayar pajaknya sendiri.

4. Memberikan kemudahan bagi aparatur pajak untuk mengukur tingkat

kepatuhan wafib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. .
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§. Mengurangi beban dan fugas administrasi pajak karena dengan sistem i
aparatur pajak mempunyai fungsi untuk melakukan pemhbinaan, penelitian

dan pengawasan ternadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib  pajak.

Disamping kelebihan-kelehihan tersebuwt di atas, dalam sistem Sel
Assessment juga mempunyai kelemahan-kKelemahan, yaitu
1. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tingkat kesadaran dan
~ kepatuhannya rendah untuk memperkecii atau menghindar dari kewajiban
pajaknya dengan jalan méhéisi dan melaporkan pajaknya secara tidak
benar karena pada umumnya masyarakat cenderung untuk menghindar dari
pajak.

2. Merangsang atau memudahkan tmbulnya usaha penyefundupan dan
penghindaran pajak.

3. Rumitnya pengisisan formuiir (SPT/SSB/SSP) mendorong wajib pajak untuk
menghindar dari kewajiban membayar pajak dan memberikan kesempatan
kepada wajb pajak untuk menggunakan jasa pihak lain yaitu aparat
pajak/Notaris-PPAT/crang fain untuk membantu dalam pengisian formulir
yang pada akhirnya mempermudah timbulnya Kkonspirasi yang
menguntungkan pihak-pihak tertentu tapi merugikan negara.

4. Rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan,

membuat sistem ini sulit dterapkan dengan baik sesuai hakekatnya.

MILTK
PERPUSTAKAAR
UNIVERSITAS AIRLANOGGA
8 SURABAYA J
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Pada dasarnya ada 3 (liga) macam tehnik atau bentuk pemungutan

pajak, antara lain -

a. Official Assessment,

b. SefAssessment .

c. With Hokding Sistem

Sistem Official Assessment merupakan sistem pemungutan pajak dimana
_besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh fiskus,
di sini fiskus yang harus akti;-s';adangkan wajib pajaknya bersikap pasif. Pada
sistem Se¥ Assessment wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang
difakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga di sini wajib pajak
yang harus aktif, fiskus hanya memberikan penerangan, pengawasan dan
penelitian. Sedang pada With Hoding Sistem cara pemungutan pajak dimana
penghitungan besarnya pajak yang ferutang dstakukan oieh pihak ketiga.

Dalam sistem Se# Assessmen!, kegiatan pemungutan pajak diletakkan
pada aklivilas dari wajib pajak, wapb pajak diberi kepercayaan dan
Kewenangan untuk menghitung sendiri jumiah pajsk yang terutang dan
membayar sendiri sesuai dengan jumlah pajak yang terutang Hal ini akan
berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengelahuan Kejujuran,

kesadaran dan disiplin pajak yang tinggi. Pada diri wajib pajek dituntut adanya

SMuniawir, Pokok-Pokok Perpajakan, cet. 11982, Liberty, Jogizkartah 50 7

iy
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yang aktif sehingga mendorong wajib pajak  untuk melakukan atats
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa ada campur
tangan pihak ketiga. Dengan sistem SeX Assessment i secara bertahap
diharapkan wajib pajak menjadi terbiasa melaksanakan kewajiban dan
membayar pajak merupakaﬁhk_éwajiban 'yang timbul atas dasar hasrat dan
kesadaran wajib pajak sendiri.

Tehnik pemungufan pajak yang dikehendaki oleh UU BPHTB adalah
sistem Sel Assessment, tapi dalam perkembangannya cenderung ke Wih
HoXding Sistem, dimana penghitungan besarnya pajak, dalam hal i pajak
BPHTB dilakukan oleh pihak ketiga vyaitu Notaris-PPAT. Dalam
pelaksanaannya lernyata terdapat penyimpangan yang banyak dipengaruhi
dan diwvarnai oleh kepentingan-kKepentingan waijib pajak dan Notaris-PPAT,
sehingga membuka kesempatan ferjadinya kerja sama yang tidak sehat antara
keduanya karena merugikan negara Penyimpangan sistem Sef Assessment
i, yaitu wajib pajak tidak lagi berada pada posisi yang aktif dalam
melaksanakan kewajiban pajaknya, membuka peluang dan kesempatan terjadi

Under Assessment yang mengurangi penerimaan negara.
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Tata cara pemungutan pajak BPHTB lebih tanjut diatur dalam Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2000 tentang pelunjuk
pelaksanaan pembayaran BPHTB dan bentuk serta fungsi SSB. Dalam
keputusan tersebut dijelaskan bahwa BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh
wajib pajak atau kuasanya dengan menggunakan SSB ke Kantor Pos atau
Bank Persepsi yang ditunjuk di wilayah kabupaten/Kota yang meliputi letak
tanah dan/atau bangunan tersebut. Pajak BPHTB harus dibayar sebelum
ditandatangani akta peraliha; i;aknya oleh Notaris-PPAT/Risalah Lelang oieh
Pejabat Lelang/atau sebelum dilakukan pendaftaran haknya oleh Kepala
Kantor Pertanahan setempat dalam hal pemberian hak baru dan pemindahan
hak karena pelaksanaan putusan hakim atau hibah wasiat dan waris.

Disini SSB disamping digunakan sebagai alat pembayaran/penyetoran
BPHTB dan pelaporan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan juga
berfungsi sebagai sural pemberitahuan obyek PBB (SPOPBB). Formulir SSB
disediakan di Kantor Notaris-PPAT, Kantor Lelang, Kantor Pertanahan,
KPPRB, Bank/Kantor Pos dan tempat fain yang difunjuk. Dalam ha! BPHTB
nihil, wajib pajak tetap mengisi SSB dengan keterangan nihit yang cukup
diketahui oleh Notaris-PPAT/Pejabat Lelang/Kepala Kantor Pertanahan.

Sefelah melakukan pembayaran, wajib pajak memperoleh SSB lembar ke 1,3

dan 5, dengan perincian sebagai berkut :
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B Lembar SSB ke 1 untuk wajib pajak

B Lembar SSB ke 2 untuk KPPBB yang disampaikan oleh bank/Kantor Pos
yang menerima penyetoran

2 Lembar SSB ke 3 untuk KPPBB yang disampaikan oleh waiib pajak

B Lembar SSB ke 4 untuk Bank/Kantor Pos yang menerima penyetoran
pajaknya

¥ Lembar SSB ke 5 untuk Notaris-PPAT/Pejabat Lelang/Kepala Kantor

Peitanahan.
Formulir SSB tersebut harus disampaikan dalam waktu paling flama 7 (lujuh)
hari kerja sejak tanggai pembayaran afau tangal perolehan hak atas tanah
danfatau bangunan tersebut.

Daiam penjelasan pasal 10 ayal 1 UU BPHTB yang baru disebutkan
hahwa sistem pemunguian pajak BPHTB menggunakan sistem Sef
Assessment, bahwa pengisian formulir SSB dan penghitungan hesarnya pajak
BPHTB dilakukan oleh wajib pajek sendiri. Wajib pajak diberi kepercayaan
penuh unfuk menghitung dan membayar pajakpya sendiri. Wajib pajak
membayar pajak yang ferutang sendiri dengan tideak mendasarkan pada
adanya suraf ketetapan pajak. Pajak BPHTSB tersebut dibayar sendiri ke kas
negara melaiui kantor pos atau bank yang difunjuk dengan berdasarkan SSB.
Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NPOP dan menurut pasal 6 ayat 2 UU

BPHTB yang baru dijelaskan bahwa NPOP untuk : .
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1. Jual beli herdasarkan harga transaksi

2. Tukar menukar berdasarkan nilai pasar

3. Hibah berdasarkan nilai pasar

4. Hibhah wasiat berdasarkan nilai pasar

§. Waris berdasarkan nilai pasar

6. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum fainnya berdasarkan nilai pasar

_7. Pemisahan hak yang mengakibatkan terjadinya peralihan berdasarkan nilai

pasar

8. Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap herdasarkan nilai pasar

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
berdasarkan nilai pasar

10. Pemberian hak baru atas tanabh diluar pelepasam hak berdasarkan nilai
pasar

11. Penggabungan usaha berdasarkan nilai pasar

12. Peleburan usaha berdasarkan nilai pasar

13. Pemekaran usaha berdasarakan nilai pasar

14, Hadiah berdasarkan nitai pasar

15. Penunjukan pembeli dalam lelang berdasarkan harga fransaksi yang

fercantum dalam risatah lelang.
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Apabila NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang
digunakan dalam pengenaan pajak PBB pada tahun terjadinya perolehan hak,
maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB tersebut.
Dengan diperolehnya hak atas tanah danfatau bangunan, maka penerima
haknya wajib membayar pajak BPHTB dan menjadi obyek pajak BPHTB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-Undang

~Nomor 12 tahun 1984 tentang PBB, NJOP adalah harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual -t_)-e‘lri yang terjadi secara wajar dan bila tidak terjadi

transaksi jual befi, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan

obyek lain yang sejenis atau nitai perclehan baru atau NJOP pengganti,

selanjutnya dalam undang-undang tersebut dijeiaskan bahwa !

® Perbandingan harga dengan obyek lain  yang sejenis  berarti
membandingkannya dengan ehyek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama yang telah diketahui harga juainya,

® Nilai perolehan baru berarti bahwa NJOF ditentukan dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoieh obyek
tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan
berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut

® Nilai jual pengganti beraitt NJOP didasarkan pada hasit produksi obyek

pajak tersebut.
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b. Kendala Sistem SeX Assessment

Sistem Se¥ Assessmepnt dalam usaha pemungutan pajak BPHIB,
ternyala tidak ditaksanakan dengan baik seperti yang telah ditentukan
sebagaimana hakekat dan prinsip dari sistem ini. Pengisian dan penghitungan
formulir SSB seringkafi dilakukan oleh pihak lgin (Netaris-PPAT) dengan
diwarnai dan dipengaruhi oleh kepentingan wajib pajak dan kepentingan
MNotaris-PPAT. Antara Notari;;PAT di satu pihak dengan wajib pajak di pihak
fain sama-sama mempunyai kepentingah yang saling menguntungkan dalam
kaitannya dengan penerapan sistem Sef Assessmen! ini. Kenyataan ini
cenderung menimbulkan ferjadinya under assessment (pengecilan jumiah
pajak BPHTE yang seharusnya terutang) yang kadang-kadang dilakukan baik
oieh wajib pajak sendiri maupun bersama-sama dengan Notaris-PPAT dengan
meminimalisasi jumlah pajak BPHTB yang seharusnya dibayar. Dalam hal ini
Notaris-PPAT diuntungkan karena tarif pembuatan akf{a peralihan hak atas
tanah tidak didasarkan pada NPOP vang sudah direkayasa tapi berdasarkan
harga sebenarnya 'yang ternyata jauh lebibh tinggi dari NJOP maupun
NPOPTKP. Disamping itu dari sist lain, Notaris-PPAT dianggap sebagai dewa
penolong karena bisa memperkecii BPHTB yang seharusnya dibayar oleh

penerima hak atau wajib pajak.
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Terjadinya under assessment oieh wajib pajak, kadangkala terjadi
karena adanya bantuan Notaris-PPAT terhadap pemenuhan kewajiban pajak
BPHTB ini, juga sebagai akibat dari dampak kelemahan sistem G&e¥
Assessment itu sendiri. Hal ini karena dalam sistem Sef Assessment sangal
tergantung pada tingkat kejujuran dan kesadaran wajib pajak. Disamping #tu
juga disebabkan UU BPHTB sendiri memberikan peluang terjadinya under
assessment, yaitu pada ketentuan tentang NPOPTKP yang ditetapkan secara
regional dan ketentuan pasalué-}aya! 3 UU BPHTB yang baru : “Apabiia NPOP
yang dimaksud daiam ayat 2 huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau
lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalan pengenaan P8B pada tahun
terjadinya perolehan hak, dasar pengenaan pajak vang dipakai adalah NJOP
PBB”. Kelentuan pasal ini sering dimanfaatkan oleh para pihak yang
bertransaksi maupun oleh Notaris-PPAT untuk meminimalisasi jumiah pajak
BPHTB yang seharusnya dibayar dengan jalan memanipulasi data dalam
pengisian formulir SSB. Dengan adanya peluang digunakannya NJOP PBB
sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB, maka para pihak danfatau Notaris-
PPAT cenderung menggunakan NJOP PRBB tahun terjadinya peralihan hak
walaupun sebenarnya harga transaks! atau nilal pasar jauh tebih tinggi dari
NJOP PBB sehingga jumiah pajak BPHTB yang dibayarkan lebih kec# dari
yang seharusnya dibayar Seharusnya NJOP PBB baru digunakan jika NPOP

fidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB .

SE.
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Kendala penefapan sistem Sef Assessment pada pemungutan BPHTB
ini pada dasarnya disebabkan oleh 2 {dua) hal yaitu pertama sebagai akibat
dari kelemahan sistem Seif Assessment itu sendiri yang penerapannya sangat
tergantung pada kesadaran dan Kkejujuran wajib pajak, disamping uga
disebabkan karena ketentuan dari UU BPHTB yang kurang tegas dalam
memberikan batasan-batasan. Sehingga membuka kesempatan bagi pihak-
pihak yang terkait unfuk memanfaatkannya dalam usaha untuk memperkecil
jumtah pajak BPHTB bahkan ungl;izmenghindazi kewajiban pajak BPHTB.

Kesadaran, kepatuhan dan kejujuran wajib pajak yang menjadi unsur
penting dalam sistem SeX Assessmen! sampai detik ini masih sangat rendah
dan belum dapat diandalkan. Hal ini dipengaruhi oieh benyak faktor yang
sangat komplek dan abstrak karena menyangkut moral, tergantung pada
pribadi masing-masing wajib pajak. Sehingga sangat sulit untuk mendeteksi
tingkat kesadaran dan kejujuran seseorang. Demikian juga dengan Ketentuan
UU BPHTB yang kurang tegas dalam mengatur dasar pengenaan pajak
BPHTB, yang pada akhirnya justeru dimanfaatkan secara tidak bertanggung
jawab dalam pemungutan pajak BPHTB yang dengan jelas-jelas menggunakan
sistem Sef Assessment. Sepertinya antara kefentuan UU BPHTEB khususnya
tentang NPOPTKP dan pasal 6 ayat 3, dengan penggunaan sistem Sef

Assessment justeru dijadikan atasan yang tepat bagi pihak-pihak terkait untuk
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meminimalisasi jumlah pajak BPHTB tanpa melanggar ketentuan undang-

undang yang mengaturnya

AL
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BAB I
PERAN NOTARIS-PPAT
DALAM PEMUNGUTAN
BPHTB
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BAB (it

PERAN NOTARIS-PPAT DALAM PEMUNGUTAN BPHTE

1. Pejabat Pejabat yang Berperan dalam Pemungutan BPHTB

Mengingat sisfem pemungutan BPHTB dengan menggunakan sistem
seff assessment. yang meletakkan posisi wajib pajak sebagai pihak yang aktif
atas inisiatif sendiri untuk menghitung, mengist formulr SSB dan membayar
}f’ajak BPHTB dengan menggunakan SSB ke Kantor Pos atau Bank Persepsi
yang ditunjuk, untuk #u diperiukan petunjuk tentang pelaksanaan pembayaran
BPHTB ini. Petunjuk pelaksanaan pembayaran BPHIB diatur dalam Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak seianjulnya disebut Kepulusan Direkiorat Jenderal
Pajak Nomor 02/PJ/2000 tenlany Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPHTB
dan Bentuk sertea Fungsi SSB. GSB di s selain berfungs) sebagal aiat
pembayaran/penyetoran BPHTE dan pelaporan gata peroiehan hak atas tanah
danfatau bangunan, juga berfungsi sebagal SPCF PBEB, demikian menurut
nasal 2 Keputusan Direktorat Jenderci Pajak tersebut

Berdasarkan pasal 1 ayat Z Keputusan Oirektorat Jenderal Pajak
Nomeor 02/P4/2000, maka kewajpban membayar pajak 8FPHTEB harus ditakukan
sebelum
a. akia pemindahan hak atas tanah danjalau bangunan dilzndatongani oleh

Nofaris-PPAT

P
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b. Risalah Lelang untuk pembeli ditandatangani oieh Pejabat Lelang

¢. Dilakukannya pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat,
datam hat
1. pemberian hak baru
2. pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim atau hibah wasiat.

Dari ketentuan pasal 1 ayat 2 Keputusan Direktorat Jendera! Pajak

Nomor 82/PJ72000 tersebut, secara implisit dapat ditarik sualu pemahaman

i

bahwa ada beherapa pejabat Yang berperan penting dalam usaha pemungutan
pajak BPHTB ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem sef

assessment . Pejabat-pejabal tersebut antara 1ain |

-d

. Notaris-PPAT

P

Pejabat Lelang
3. Kepata Kantor Pertanahan
Pejabat-pejabat tersebut berhak dan harus menofak menandatangani akla
peralihan' hak/risalah lefang/pendaftaran haknya jika kewajiban pajak BPHTB-
nya belum dibayar. Tanggal akta peralihan hakfrisalah lelang/pendaftaran hak
harus sebelum atau minimal bersamaan dengan fanggal pembayaran SSB
BPHTE.

Peran pejabat-pejabat tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan
usaha pemungutan BPHTB. Existensinya sebagai petugas pelaksana dalam

kegiatan peralihan hak yang menjamin kepastian wukum ternyata

MILIN )
PERPUBTAEAAN
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keberadaannya juga membantu aparat di bidang perpajakan, dalam hal ini ci
bidang pemungutan BPHTB. Berdasarkan kewenangannya untuk menoiak
penandatanganan akta peralihan hak/risalah ielang/pendaftaran hak baru itu
justeru dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak BPHTB,
walaupun fidak ada satupun peraturan tentang Jabatan Notaris baik PJN
maupun Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004, yang dengan tegas memerintahkan Notaris untuk

memungut pajak daltam hal ini pajak BPHTB yang merupakan sebagian dari

tugas pejabat pajak.

2. Notaris-PPAT sebagai Pejabat Wajib Pungut dalam Penerapan
Sistem SeX Assessment

Jabatan Notaris dengan jabatan PPAT tidak sama, seorang Notaris
hiasanya merangkap sebagai PPAT, keduanya sama-sama sebagai pejabat
umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 {ahun 1997 bahwa PPAT adalah pejabat umum yang
diberi wewenang unfuk membuat akta yang hanya menyangkut hak atas tanah.
Sedangkan Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam pasal 1 Peraturan
Jabatan Notaris, bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya
berwenang unfuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan perfanjian

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum- atau oleh yang

4]
Sistem Self Assessment ... CH. Ainin Chasanah, S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berkepentingan dikshendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin Kepastian tanggalnya, menyimpan akianya dan memberikan grosse,
salihan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akia itu oleh suatu
peraturan umum tidak juga difugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau
orang fain.” * Status Notaris sebagai pejabat umum memang diberikan oleh
pasal 1868 B.W. bahwa “suatu akla ofenlik ialah suatu akta yang didalam
bentuk yang ditenfukan oieh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum ya;;;;'! berkuasa untuk #u di tempat dimana akta
dibuatnya.® » Karena PJN merupakan peraturan petaksanaan dari pasal 1868
B.W., maka yang dimaksud pegawai umum dalam pasal tersebut adalah
Notaris. Sekarang ini sudah ada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang
baru vaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 untuk menggantikan Notaris
Reglement (Stb.1860-3) yang lebih dikenal dengan PJN.

Tapi dasar hukum PPAT berwenang membuat akta otentik bukan
karena kedudukan sebagai pejabat umum melainkan karena undang-undang
memberikan wewenang untuk itu dan hanya khusus tentang hak atas tanah.

Keberadaan PPAT sampai saat ini hanya diatur oteh peraturan pemerintah

yaily Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1987, belum ada undang-undang

L H I laavban Tobing, Peraturen Jabatan Notars, Erlanggs, Jakarta h 31,
Seehekty dan R, Tjitrosudibyo, Kilab Undang-Undang Hidam Perdata fteriemahan),
U1 beos Paramits, Jakarta, 2000, h475. .
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yang mengatur tentang kedudukan dan tugas PPAT sebagai pejabat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, dapat disimpulkan

bahwa pada dasarnya PPAT ada 3 {tiga), yaitu :

1. PPAT Notaris yaitu PPAT yang merangkap sebagai Notaris mempunyai
wilayah kerja satu kabupaten sesuai SK Pengangkatannya.

2. PPAT Sementara yaitu Camat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
PPAT di daerah yang bejlum cukup terdapal PPAT Notaris, mempunyai
wilayah keria hanya di kecé“rr-l:;lian tempat dia mehjabat sebagai Camat.

3. PPAT Khusus yaitu pejabaf BPN yang difunjuk untuk melaksanakan tugas
PPAT dalam rangka program atau lugas pemerintah tertentu sehingga
wilayah kerjanya juga ditentukan sesuai program pemerintah.

Dalam kaitannya dengan usaha pemungutan pajak BPHTEB ini, antara
jabatan Notaris dengan jabatan PPAT bisa dibedakan tapi tidak dapat
dipisahkan sebagai satu lembaga. Menurul AW. Voors, "seorang Notaris
bukanlah pejabat pajek, i@ adalah seorang pejabat yang tidak dapat-
diharuskan memikul sebagian tugas dari pejabat pajak, pemerintah mempunyai
aparat tersendiri untuk itu dan Undang-undang perpajakan memberi kekuasaan
tersendiri untuk mencari kebenaran dan jka periu menghukum para wajth pajak

-

yang menghindar” -

* Tan Thong Kie, Studi Notaral, Serbs Serts Prakiek Notarts, Buka i b Glar e Van Hoeve,
Jakarta, 2000, h 170, *

43
Sistem Self Assessment ... CH. Ainin Chasanah, S.H.



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menurut Fasal 24 ayat 1 Undang-Undang BPHTB, bahwa PPAT-Notaris
hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan’atau
bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan hukti pembayaran pajak BPHTB
berupa SSB. Demikian juga dengan yang sudah dijelaskan daftam Pasal 2 ayat
2 Keputusan Direktorat Jenderai Pajak Nomor @ KEP.02/PJr2000 bahwa
sembayaran pajak BPHTE dilakukan sebelum penandatanganan akia peralihan
haknya Ketentuan-ketentuan tersebut secara tidak langsung memberikan
fungsi pengawasan bagi Nolié.r?isPPAT terhadap kepatuhan dan kebenaran
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pada pemungutan BPHTB
yang menggunakan sistem sef assessmenf memberikan kebebasan kepada
wajib pajak untuk menghitung sendiri, mengisi SSB dan membayar sendiri
pajaknya ke kas negara. Dalam Kaftannya dengan. penerapan sistem sef
assessment ini fernyata penghitungan, pengisian S8B dan pembayaran pajak
herdasarkan SSB tersebut difakukan oleh Notaris-PPAT. Notaris-PPAT
membantu wajib pajak dalam pengisian Formulir $SB, adakalanya hal ini
kareha
1. Wajib pajak memang benar-benar tidak memahami tentang tata cara

pengisian dan penghitungan SSB sehingga menyerahkan sepenuhnya

kepada Notaris-PPAT yang mebuat akta peralihan haknya | atau

ra

karena adanya konspirasi antara wajib pajak dengan Notaris-PPAT yang

sepakat untuk melakukan Under Assessment karena memang ada peluang

Ad
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untuk melakukannya yaitu dalam hal NJOP-nya lebih rendah dari pada nilai
transaksi sehingga dasar pengisian SSB menggunakan NJOP yang
mengakibatkan terjadinya under assessment bahkan ada yang 56B-nys
nihil ; atau

3. adakalanya wajib pajak vang mengisi SSB berdasarkan NJOP walaupun
narga ftransaksi lehih tlinggi, karena Notaris-PPAT memang Hdak
mengetahui harga sebenarnya, tentang harga daiam akta didasarkan pada
SSB yang sudah disetor sendm oleh wajib pajak.

Fungsi pengawasan yang diberikan oleh pasal 24 ayat 1 UU BPHTB jo
pasal 2 ayat 2 huruf a Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
KEP 02/PJ/2000 ternvala henya terhadap kepatuhan wajib pajak tidak
terhadap kebenaran pemenuhan kewajiban parpajakan dalam arti kebenasan
pengisian data dalam formuly SSB Dalam ketentuan-ketentuan fersebut tidak
memberikan kewenangan kepada Nolaris-PPAT upfuk mengontrol harga
transaksi yang dicantumkan dalam formulir $SB  Justeru dari ketentuan-
ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa isi akta peralihan hak tentang hargs
transaksi disesuaikan dengan pengisian S&8 aleh wajih pajak karena bukt
SSB dijadikan dasar dalam pembuatan akta peralihan hak Secara yuncis
Notaris-PPAT tidak berwenang untuk memaksa wajib pajak dalam mengisi
NPOP sesuai dengan harga transaksi yang schenarnya sebagamana diatur

dalam UU BPHTB karena memang tidak ada peraturan [abatan notans {(ha

A‘ﬁ
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PJN maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004) yang mengharuskan
Notaris mengontrol harga transaksi. Masalah harga transaks! murni ditentukan
atas kesepakalan para pihak, Notaris hanya mengkonstatir kemauan para
pihak datam suaty akla,

Dalam hal ini Notaris-PPAT dihadapkan pada 2 (dua) piihan yang berat,
di satu sisi Notaris-PPAT ingin memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan
jalan membantu salah satu permasalahan klien yang menjadi wajib pajak,
sedangkan di sisl lain Nolar};PPAT harus mengkonstatit perbuatan klien
dalam suatu akta dengan benar dan untuk kemudian melaporkan akta-akta
PPAT yang dibuatnya kepada Kantor Pelayanan Pajak PBB walaupun
sebenarnya Notaris-PPAT bukaniah aparatur pajak Kecenderungan Notaris-
PPAT menycsuaikan NPOP dengan NJOP PBB berdasarkan kesepakatan
pata pihak. memang dibenarkandidak melanggar UUJ BPHTB apaiagi
penentuan harga iransaksi didasarkan pada Kkesepakatan para pihak
sedangkan Nolatis-PPAT hanya berwenang menuangkan kemauaﬁ para‘ pihak
termasuk tentang harga transaksi) dalam suatu akia Ticak ada kKewajiban
bagi Notaris-PPAT untuk mengontrol harga transaksi sebenarnya yang diisikan
parn pihak dafam SSB.

Notans-PPAT datam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan
tertaatk pade masyarakat, terikat oleh nilai moral dan harus menjaiankan

protesinya secara profesional dan fungsional, Dalam arti harus mempunyai
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keahhian yang didukung ofeh pengetahuan, integritas moral, jujur, penuh
pengabdian serta harus teliti, hati-hati dan kritis sebab harus bertanggung
jawab kepada diri sendiri dan anggota masyarakat bahkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa’. Untuk itu Notaris-PPAT harus menjunjung tinggi martabat
dalam menjalankan jabatannya dengan bersikap obyektif dalam segala hai
yang berkaitan dengan akta-akia yang dibuatnya termasuk tentang kebenaran

laporan pembuatan akta yang dikirim ke Kantor Pelayanan PBB. Laporan

1

bulanan PPAT tersehu! merupakan salah saftu informasi yang penting datam
penetapan pajak. Untuk itu diperlukan sebuah laporan fentang NPOP BPHTB
yang sesuai dengan kenyataan dan tidak terpaku pada besarnya NJOP PBB.
Laporan bulanan PPAT tentang akta-akta yang dibuat dihadapannya,
selain sehagai data tentang proses peralihan hak dan sumber informasi juga
diperiukan dalam rangka fungsi pengawasan terbadap kepatuhan dan
kebenaran pemenuhan kewajhban perpajakan Dengan sistem Sef
Assessment dalam pemungutan BPHTB, kedudukan Notaris-PPAT hanya
sebatas meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong terlib
administrasi perpajakan. Tapilidak dalam rangka atau belum menyentub fungsi
pengawasan ferhadap kebenaran pemenuhan kewaiiban perpajakan atau
kebanaran dalam pengisian data formulir SSB. Di sini Notaris-PPAT hanya

menyampaikan bBbagaimana seharusnya Kewajiban pajak  BPHTE iu

% Abdulkadir Muhammad, Stk Profest Fduem, Titrs 8ditys Baiti, Bandung, 2001, b o

47
Sistem Self Assessment ... CH. Ainin Chasanah, S.H.



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

48

difaksanakan sesuai dengan UU BPHTB dalam arti ikut serta mensosiafisasikan
VU BPHTB.

Dalam hubungannya dengan penerapan sistem sef assessment i,
walaupun Notaris-PPAT bukan aparatur pajak tapi sebagai wajib pungut bisa
mermaksa kliennya sebagai wajib pajak untuk memenuhi salah satu
persyaratan sebelum penandatanganan akta peralihan hak yaitu membayar
pajak BPHTB berdasarkan SSB, sebab kaiaupun seandainya Notaris
menandatangani akta peralihanhﬁ;k pada hal pajak BPHTB-nya belum dibayar,
maka proses pendaftaran haknya di Kantor Pertanahan setempat akan ditolak
sehingga peralihan haknya tidak bisa diproses. Dalam kebiasaan sehari-hari,
Notaris-PPAT sebagai wajib pungut selanjutnya membantu wajib pajak dalam
mengisi formulir SSB atay wajib pajak menyerahkan sepenuhnya Kepada
Notaris-PPAT dari penghitungan, pengisian formuiir 558 sampai dengan
pembayaran/penyetoran pajak BPHTB ke kas negara. Kemungkinan terakhir
inilah yang sering terjadi dalam proses peralihan hak alas tanah danfatau
bangunan di hebarapa kantor Nofaris-PPAT di Sidearjo, dimana seluruh unsur
pelaksanaan sisiem Seff Assessment dilaksanakan oleh Notaris-PPAT yang
membuat akta peralthan hak. Untuk ity Notaris-PPAT dituntut  unfuk

menvampaikan aturan main dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB yang

sesuat dengan peraturan yang mengatumya yaitu UU BPHTB.

48
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Dari ketentuan pasai 24 ayat 1 UU BPHTB jo pasal 2 ayat 2 huruf a
Keputusan Direkiorat Jenderal Pajak Nomor KEP.02/PJf2000 dimana Notaris-
PPAT tidak dapat menandatangani akta peralihan hak sebeium wajib

pajak/kliennya membayar kewajiban pajaknya (BPHTB), maka secara
dalamperaturan perundang-undangan tentang Jabatan Notafls {paix N

P

=1

maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004) yang mewajibkan Notartis-
untuk memikul sebagian fugas aparat pajak yaitu memungut pajak. Sampai
saat ini Notaris-PPAT diangkat oleh lembaga eksekutif sebagai pejabat negara
sehingga tidak ada salahnya jika Notaris-PPAT ikt memberikan kontribusi
pada negara melalui tugas yang diberikan cleh lembaga eksekutif (ULt BPHTB)
sebagai pejabat pungut pajak/wajib pungut. Melalui Undang-Undang Nomor 16
tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Notaris-PPAT
sebagai wajib pungut bisa mengambil alih penerapan sistem SeX Assessment
dalam pemungutan pajak BPHTB dari yang semula dilaksanakan oleh wajib
pajak menjadi Notaris-PPAT yang berperan aktlif, sepanjang hal ilu dilakukan
dengan menginformasikan daia yang sebenarnya terjadi secara nil dan
berdasarkan UU BPHTB tanpa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang
cenderung dilakukannya ¢nder assessment yang seharusnya dibayar oleh

wajib pajak. Notaris-PPAT memang tidak diperintahkan oleh Peraturan tentang
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jabatan notaris untuk menjadi pejaba! wajib pungut pajak, tapi tidak
diperintahkan disini bukan berarti dilarang kecuali ada peraturan yang secara
tegas melarangnya.

Dalam rangka untuk memperjelas peran Notaris-PPAT dalam usaha
pemungutan pajak BPHTB berkaitan dengan sistem SeX Assessment, berikut
ini ada beberapa ilustrasi {entang peralihan hak yang terhutang dan yang tidak
terhutang BPHTB atau nihil sebagai contoh.

Contoh 1 :

Sesecrang bernama A bermaksud membeli sebidang tanah dan
bangunan terletak di Kabupaten Sidoarjo milik B dengan harga fransaksi
sebesar Rp.25.000.000,- berdasarkan serfipikat Hak Milik atas nama B. Pada
tanggal 1 Januari 2004 A menghadap Notaris-PPAT di Sidoaric unfuk
memproses peralihan naknya dari B ke A, Sebagai Notaris-PPAT yang akan
membuat akta peralihan haknya, maka dalam kaitannya dengan pajak BPHTB
ini Notaris-PPAT tersebut harus meminta SPPT PBB {ahun terjadinya {ransaksi
untuk melihat NJOP PBB bidang tanah yang menjadi obyek jual beii fersebut
yang ternyata sebesar Rp. 25.500.000.-. Kemudian Notaris-PPAT melihat
NPOPTKP untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo seb;esar Rp.30.000.0600,-.
Mengingat NPOP (harga transaks)) dan NJOP PBB ternyata lebih Kecil

dibandingkan dengan NPOPTKP, maka peralihan hak antara A dan B tidak
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terutang pajak BPHTB Walaupun begtu A sebagat wajib pajak tetap harus
mengisi formulir SSB nihil pada tanggal 1 Januari 2004 sesuai data-data
sehenarnya Pengisian Formulir SSB tersebut bisa oleh Notaris-PPAT yang
persangkutan selaku pejabat wajib pungut, baru akta peralihan haknya bisa
ditandatangani dan diproses pada tanggal tersebut dalam formulir SSB yaitu

tanggal 1 Januari 2004 atau sesudahnya.

Contoh 2:

Seseorang bernama A bermaksud membeli sebidang tanah dan
hangunan terletak di Kabupaten Sidgarjc milik B dengan harga transaksi
sebesar Rp.50.000.000,- berdasarkan sertipikat Hak Milik atas nama B. Pada
tanggal 1 Januari 2004 A menghadap Notaris-PPAT di Sidoarjs untuk
memproses peralihan haknya dari B ke A. Sebagai Notaris-PPAT yang akan
membuat akia perakhan haknya, ntaka dalam Kaitannya dengan pajak BPHTB
int Notaris-PPAT tersebut harus meminta SPPT PBB tahun teriadinya transaksi
untuk melihat NJOP PBB bidang tanah yang menjadi obyek juaf beli tersebut
yang lernyata sebesar Rp. 55.000.000- Kemudian Notaris-PPAT meiihat
NPOPTKP untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.30.000.000,-. Di sini
NPOP (harga transaksi) iebih besar dari NJOP PBB maka menurut UU

BPHTB yanhg dipakai dasar pengenaan BPHTB adalah vang lebih linggi yaitu
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NJOP PBB. Sehingga peralihan hak antara A dan B terutang pajak BPHIB

sebesar sebagai berikut

® NJOP PBB Rp.56.000.0G0.-
W NPCPTKP 30.000.000 -
® NPOPKP 25.000.000 -
8 BPHTB terutang 5 % X 25.000.000 = 1.250.000 -

Pada tanggal 1 Januari 2004 A harus membayar pajak BPHIB sebesar Rp.
250000 - berdasarkan SSB dan bukti selor yang berupa SSB nomor 5
harus diserahkan dan disimpan oleh Notaris-PPAT yang membuat akta
peralihan haknya. Bisa juga Notans-PPAT sebagai wajib pungut vyang
metakukan penghitungan. pengisisan SSB dan pembayarannya ke kas negara,
baru akta peralihan haknya bisa ditandatangani dan diproses pada tanggal

tersehut dalam formulic S5B yaitu tanggal 1 Januan 2004 atau sesudabnya.

Contoh 3 ¢

Seseorang bernama A {(Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa)
memperoleh warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan terlefak
di Kabupaten Sidoarjc dgengan nilai pasar sebesar Rp 100.000.009,-
berdasarkan sertipikal Hak Miik atas nama nrang tua A Pada tanggal 1
Januari 2004 A menghadap Notaris PPAT 4 Gidearjc untuk memproses

peralihan haknya. Sebagai Notarns-PPAT yang akan membuat akta peralihan
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haknya, maka dalam katannya dengan pajak BPHTB ini Notaris-PPAT
tersebut harus meminta SPPT PBB tahun terjadinya transaksi untuk melihat
NJOP PBB bidang tanah tersebut yang ternyata sebesar Rp.125.000.000 -
Kemudian Notaris-PPAT melihat NPOPTKP karena waris alau hibah wasiat
untuk wilayah Kabupaten Sidoario sebesar Rp.160.000.000-. Di sini nilai
pasar dan NJOP PBB lebih kecil dari NPOPTKP, maka menurut UU BPHTB

. peralihan hak karena waris tersebut tidak terutang pajak BPHTB sebagai

?

berikut

® NJOP PBB Rp.125.000.000,-
B NPOPTKP 150.000.000 -
® NPOPKP NIHIL

8 BPHTB terutang NIHIL

Walaupun begitu A sebagai wajib pajak tetap harus mengisi formulir SSB nihil
pada tanggal 1 Januari 2004 sesuai data-data sebenarnya. Pengisian Formulir
SSB tersebut bisa oleh Notaris-PPAT yang bersangkutan selaku pejabat wajib
pungut, baru pendaftaran haknya yang ditampiri SSB nihif tu, oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo didaftar dan diproses pada ta’hégal

lersebut dalam formulir SSB yaitu tanggal 1 Januari 2004 atau sesudahnya.

MILIEK o
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Contoh 4 :

Seseorang nvernama A {(Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa)
memperoleh warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan terletak
di Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai pasar sebesar Rp.100.000.000,-
berdasarkan sertipkat Hak Milik atas nama orang tua A. Pada tanggal 1
Januari 2004 A menghadap Notaris-PPAT di Sidoarjo untuk memproses

. peralinan haknya. Sebagai Notaris-PPAT yang akan membuat akta peraliban

s

haknya, maka dalam kaitaﬁnya dengan pajak BPHT3 ini Notaris-PPAT
tersebut harus memintia SPPT PBB tahun terjadinya fransaksi untuk mehhat
NJOP PBB bidang tanah tersebut yang ternyata sebesar Rp.200.0006.000,-.
Kemudian Notaris-PPAT melihat NPOPTKP karena waris atau hibah wasiat
untuk wifayah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.160.000.000,-. Di sini NJOP
PBB lebih besar dari NPOPTKP, maka menurut UU BPHIB peralihan hak

karena waris tersebuf terutang pajak BPHTEB sebesar sebagai berikut -

® NJOP PBB Rp.200.000.0C0 -
B NPOPTKP 190.000.000 -
B NPOPKP 50.000.000,-

B BPHTB yang seharusnya terutang 5% X 50.000.000
= 2.580.000

W BPHTB ferutang = 50% X 2.500.000
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LA
A

= 1,250.000
Pada tanggal 1 Januari 2004 A harus membhayar pajak BPHTB sebesar Rp.
1 250.000 - berdasarkan SSB dan bukti setor yang berupa SSB nomor b
harus diserahkan dan disimpan oieh Kantoer Pertanahan yang mendaftar
peralihan haknya. Bisa juga Notaris-PPAT sebagai wajib pungut yang
meiakukan penghitungan, pengisisan SSB dan pembayarannya ke kas negara,
pada tanggal 1 Januari 2004 sesual data-data sebenarnya, baru pendaftaran
haknya yang dilampiri SSB Iitu. gleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo didaftar dan diproses pada tanggai tersebut datam formuiir SSB yaity

tanggal 1 Januari 2004 atau sesudahnya.

Contoh 5 ¢

Seseorang berpama A mempercleh hibah wasiat dari orang tua
kKandungnya sehidang tanah dan bangunan terietak di Kabupalen Sidoarjo,
dengan nilai pasar sebesar Rp 100 G0C 000 .- perdasarkan seriipikat Hak Mibk
atas nama orang tua A Pada tanggal 1 Januar 2004 A menghadap Notaris-
PPAT di Sidoarjo untuk memproses peralinan haknya Sebadgal Nolars-PPAT
yang akan memhuat akla peralihan hakhya, maka dalam katannya dengan
pajak BPHTB i Notaris-PPAT tersebut harus meminta SPP1 PBR tahun
terjadinya transakst untuk melhat NJOP PBB bidang tanah tersebul yang

ternyata  sebesar Rp 156 000 00G0.-  Kemudian Notdos PPAT  melinat
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NPOPTKP karena waris atau hibah wasiat uniuk witayah Kabupaten Sidoarjo
sebesar Rp.150.000.0C0,-. Di sini nilai pasar dan NJOP PBB iebih kecil dari
NPOPTKP. maka menuwut UU BPHTB peraiihan hak karena hibah wasiat

tersebut tidak terutang pajak BPHTB sebagal berikut -

a NJOP PBB Rp.156.000.000 -
B NPOPTKP 150.000.069,-
B NPOPKP NiHIL
W BPHTB terutang | NIHIL

Walaupun begitu A sebagai wajib pajak tetap harus mengisi formulir SSB nihil
pada tanggal 1 Januari 2004 sesuai data-data sebenarnya. Pengisian Formuiir
SSB tersebut hisa oleh Notaris-PPAT yang bersangkutan selaku pejabat wajib
pungut, baru pendaftaran haknya yang dilampirt SSB nihit itu, oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo didaffar dan diproses pada tanggal

tersebut datam formutir SSB yaitu tanggal 1 Janurai 2004 atau sesudahnya.

Caontoh 6

Seseorang bernama A memperoleh hibah wasiat dari orang tua
kandungnya sebidang tanah dan bangunan ferletak di Kabupaten Sidoarjo,
dengan nilai pasar sebesar Rp.300.000.000.- berdasarkan sertipikat Hak Milik

atas nama orang {ua A. Pada tanggal 1 Januari 2004 A nfenghadap Notaris-
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PPAT di Sidoarjo untuk memproses peralihan haknya. Sebagai Notaris-PPAT
yang akan membuat akta peralihan haknya, maka dalam kaitannya dengan
pajak BPHTB ini Notaris-PPAT tersebut harus meminta SPPT PBB tahun
terjadinya transaksi untuk melihat NJOP PBB bidang tanah tersebut yang
ternyata sebesar Rp.250.000.000,-. Kemudian Notaris-PPAT melihat
NPOPTKP karena waris alau hibah wasial untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo
. sebesar Rp.150.000.000,-_. Di sini nitai pasar dan NJOP PBB lebih kecil dari
NPOPTKP, maka menuryt UU BPHTB peralihan hak Karena hibah wasiat

tersebut tidak terutang pajak BPHTB sebagai berikut

H NPOP Rp.300.000.000 -
8 NPOPTKP 150.000.600 -

B NPOPKP 150.000.000 -
® BPHTB .yéng seharusnya terutang 5% X150.000.000

= 7.500.000
® BPHTB ierutang = 80% X 7.500.0600

= 3.750.000
Pada tanggai 1 Janurai 2004 A harus membayar pajak BPHTB sebesar Rp.
3.750.000,- berdasarkan SSEB dan bukli selor yang perupa SSB nomor 5
harus diserahkan dan disimpan oleh Kantor Pertanahan vang mendaftar
peralihan haknya karena tibah wasiatl. Bisa juga Notaris-PPAT sebagai wajib

pungut yang melakukan penghdungan, pengisian SSB dan pembayarannya ke
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kas negara, pada tanggal 1 .lanuari 2004 sesuai dala-data sebenarnya. baru
pendaftaran haknya yang cilampiri SSB ifu, olch Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo didaftar dan diproses pada tanggal tersebul dalam
formulir SSByaitu tanggal 1 Januar 2004 atau sesudahnya.

Dari beberapa ilustrasi tersebut di atas, nampak jelas peran dan fungsi
Notaris-PPAT dalam usaha pemungutan pajak B8PHTB yang menggunakan
sistem Sel Assessment. Peran penting Notaris-PPAT juga terlihat dalam hal
tanggat ditandatanganiny; ’ akia peralihan haknya, karena t!anggal ini
menentukan saal terutangnya pajak BPHTB. Untuk itu penting bagi Notaris-
PPAT menguasai peraturan-peraturan fentang tala cara dan prosedur
pengenaan pajak BPHTB. Notaris-PPAT juga perlu untuk mengikuti
perkembangan hukum perpajakan yang sering berubah seiring dengan tingkat
perkembangan ekonomi yang terjadi.

Notaris-PPAT sebagai pejabatl wajib pungut dalam usaha pemungutan
pajak BPHTB periu mengetahut obyek pajak yang tidak dikenai BPHTB agar
dalam melaksanakan tugas jabatannya selaku pejabat umum, tidak saiah
dalam menentukan pihak penerima hak atas tanah danfatau bangunan yang
menjadi obyek pengenaan pajak BPHTB ini. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UuU
BPHTB, obyek pajak yang tidak dikanai BPHTB meliputi :

1. perwakian diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal baiik ;

-
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2. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk petaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum

3. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan
keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau metakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakitan organisasi
tersehut ;

4. orang pribadi atau badan karena konversi hak alau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adéwa perubanan nama ;

5. orang pribadi atau badan karena wakaf |

8. orang pribadi atau badap yang digunakan untuk kepentingan ibadabh.

Semua itu perlu dikuasai oleh Notaris-PPAT selaku pejabal wajib pungut
dalam Kaitannya dengan sistem Self Assessment disamping untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Jabatannya juga demi peransertanya dalam upava
mensosialisasikan UU BPHTB. Mengingat penyuluhan dan informast haik yang
dilakukan secara formal maupun informal metalus media massa tentang BPHTB
dari pemerintah Kepada masyarakat (wajib pajak} masih sangal! kurang
terbukii dengan banyaknya klien notaris sekaligus sebagal waljib pajak yang
{idak mengetahui kalau dirinya sebagal wajib pajak khususnya wajh pajak
BPHTB apailagi tentang tata cara penghitungan dan pengisian formutir S&B
diantara mereka ada yang sama sckali tidak menguasai. Wapb pajak harus

dibuat sadar pajak dengan tingkat kejuran dan disiplin ydng tinggt sehingas

5%
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sistem Sek Assessment bisa dilal.sanakan dengan baik dan dapat mencegah

terjadinya under assessment Yyang mengurang penerimaan negara.
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BAB {V

PENUTUP
1. Kesimpulan

a. Sistem Sef Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang
selangkah lebih baik jika dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan
hakekat dari sistem ftu sendiri yang didukung oleh tingkat kesadaran
dan kejujuran yang ti;lggi dari wajib pajak. Under Assessment dalam
pemungutan BPHTB, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
1. Pelaksanaanh sistem SeX Assessmen! yang menyimpang dari

hakekat dan prinsip dari sistem ity, dimana wajib pajak tidak lagi
sebagal pihak yang aklif dalam melaksanakan kewajiban

pajaknya.

Sampai saat i belum ada peraturan yang memberi tugas dan

]

wewenang kepada Notaris untuk mengontrel kebenaran data
dalam pengisian SSB.

3 Adanya keteptuan pasal 6 ayat (3) UU BPHTB yang memakai
NJOP sebagai dasar pengenaan BPHTB, sehingga memberikan
kesempalan kepada wajib pajak untuk memilih dasar pengenaan

pajak BPHTB yang lebih meringankan.
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b Notaris-PPAT sebagai salah satu pejabat yang berperan langsung dalam
pemungulan pajak BPHTB  seharusnya melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap kepatuhan waijib pajak dan sekaligus fungsi
pengawasan terhadap kebenaran pemenuhan kewajiban parpajakan
oleh wajb pajek. Fungsi yang kedua ini bagi Notaris-PPAT sulit
dilaksanakan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara

fain :

il

1. Nolaris-PPAT ingin memberikan pelayanan yang 'ebih bBaik
sebagai daya pikat untuk menarik kiien dengan jalan membanty
wajib pajak memifih dasar pengenaan pajak yang iebih
meringankan dan menguntungkan bagi wajib pajak sehingga
memanipulasi data dalam pengisian formulir SSB.

2. Tidak adanya kewajiban/keharusan bagi Notaris-PPAT yang juga
sehagai pejabal pungut pajak/waijib pungut datam pefaksanaan
sistem Sef Assessment untuk mengonirol kebenaran pengisian
dala dalam formulir SSB.

Seharusnya melalu ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1
UU BPHTB tersebut PPAT/Notaris dapat melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran pengisian data
dalam formulir SSB, walaupun tidak secara tegas diatur tentang

keharusan bagi Notaris/PPAT untuk melaksanakan.fungsi pengawasan
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fersebut khususnva tenfang kebenaran pemenuhan  kewagiban
perpajakan yaitu mengenai kebenaran dals dalam formulir SGU.
Memang PP Nomor 37 tahun 1988 dan U BPIHITE memberikan
kewenangan kepada Notaris-PPAT untuk tidak menandatangani akta
peralihan hak sebelum SSB dibayar tapi tidak demikian dengan
peraturan teptang jabatan notaris, yaitu PJN maupun Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 fidak ada satu pasalpun yang mengharuskan

Nofaris untuk memikul sebagian tugas dari aparat pajak untuk turit

memungut pajak BPHTB yang menggunakan sistem Se# Assessment.

Pemungutan pajak 8PHTE yang sesuai dengan hakekat dari sistem
Sei Assessment yang berlandaskan UU Nomor 16 Tahun 2000
tenfang Ketentuan tUmum dan Tata Cara Perpajakan, pada
hakekatnya merupakan modal utama untuk mencegah terjadinva
under assesament Untuk ity dipertukan suatu Kebijakan dalam hukum
perpajakan yang bisa membangun tingkat kesadaran dan kejujuran
wajit pajak scbagai satah saly unsur pe_nting dalam Sistem Sef
Assessment vang harus ada dalam diri waijib pajak. Dengan demikian
sistem Se¥ Assessment bisa diterapkan dengan baik dan pada

akhirnya hisa menmghaikan penerimaan negara tari sektor pajak.

.
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Jadi bukan sistem pemungutannya yang salah tapi bagaimana
menerapkan sistem tersebut dengan baik sesual dengan hakekat dari

stztem ([{iu

. Berkaitan dengan peran Notaris-PPAT dalam pemungutan pajak

BPHTB, maka Notaris-PPAT sebagai pejabat yang berperan langsung
didalamnya dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas
jabatannya dan memberikan pelayanan ferbaik bagi masyarakat. Hal
fu akan lepih mudah jika ada ketentuan undang-undang yang dengan
tegas dan secara khusus memberikan kewenangan bagi Notaris-
PPAT untuk mengontro!l Kebenaran pengisian data dalam formulir
SSB. Walaupun sebenarnya dengan miendasarkan difi pada ketentuan
Pasal 24 ayatl 1 dan Pasal 26 ayat 1 UU BPHTB Notaris/PPAT bisa
sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan tapi hal ine belumlah
cukup memadai.

Seharusnya ada peraturan yang khusus mengatur pelaksanaan
Pasal 6 UU BPHTB dengan dilengkapi sanksi baik sanks: administrasi
maupun denda sehingga dientukan dengan tegas Kapan suatu
peratihan hak menggunakan NPOP dan kapan menggunakan NJOP
sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. sehingga waph paak tidak
mempunyai pitihan atau alternatif fain yang meringankan dalam

menentukan dasar pengenaan pajak BPHTB mi. Me&nginga! selama i

Sistem Self Assessment ... CH. Ainin Chasanah, S.H.



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sudah menjadi ketaspan hagi wanb pajed Fan an Netalistb b st
mencart altemsll yong ebil, ringas dslam menentukan dann
pengenaan pajak BRGHE 1A0PA ada Rankst apapu’ Dankan proses
perafihan  haknys lsncar-lancar s3ja Padabal mengatihathan
terjadinya Under Assessment yang mengurangi penerimasn negara

dayi sekior pajsk
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ADSURAT-SETORAN 25 Arlangga 1
Lembar
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSB ) Untuk Wajib Pajak
sebagai bukti
pembayaran
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATIAN : Bacalah ostunjuk pangisian pada halaman beiakang fembar inl weriedih dahuly.
A 1 tamawajibPajak: [V ] LT T VT T T LTI T UTTTITTI T IT T 0011
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Kelrahan / Desa : 4.RT/RW: 4 5, Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota : 7. Kode Pos : I:D___D___]
B. 1. NomorObjexPaakvopyPes: [ 1] (11 (1) T} C1] ELET) O
2. Letak tanah dan atau bangunan : .
3. Kelurahan / Desa : 4 RT/RW:
5. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota
Penghitungan NJOP PBB -
Luas NSOP PBB | m#
Uraian { Diist huns tnnah chan atau bangunan yang | { Dii bavcsavians SPPT PBE taiun lerjackye Luas x NJOP PEB | m?
haknyz dioeroliels ) perofshan hak )
Tanah { bumi ) 7 n?{ 9 | Rp. 1) Ra. [argaTrargiad ]
Bangunan 8 m21 10| Rp. 12 .
"M 0| Rp A [angia § 1 angla 10
WIOP PEB 13 RI)| angha 1 T+angla !ﬂ
15. Jenis parolehan hak atas tanah dan atau bangunan: (] | 14, Harga wansaksi / Nia) Pasar | Rp. i
C.  PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diis! bardasarkan penghitungan Wajib pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) 1
Nitai Peroiehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 208
Milai Perotehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1-angla2 | 3
Bea Perolehan Hak atlas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angls 3 4
Pengenaan 25% karena pemberian hak pengeiolaarvpengenaan 0% atau 50% karena hibah wasiat™) | o%/25%/50%angia ¢| 5
Bea Perolshan Hak atas Tanah dan Bangunan yang hasus dibayar I
D.  Jumlah setoran berdasarkan : Unttuk disatorkan ke rekening Kas Negara qq BPHTB MAP : [0 1[5 1]
[} a. Penghitungan Wajib Pajak
[TJ . 5TB/SKBKB/SKBKBT *) Nomor : Tanggal ;
D ¢. Pengurangan dihitung sendinl karana : ED
0O
Dengan angka : Dengan hurul ;
[& ]
*) Coret yang tidak perlu
MENGETAHUL ; DITERIMA QLEH : . Tol.
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / KANTOR PQS PERSEPSI WANB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA®} Tanggal .o eer e
Nama Lengkap, Stempel, dan landa angan Kama Lengkap, Slempel, den tanda tangan Hama Lengkap dan tanda langan
Hanya dilsi g = A
oleh
KP _
KP BPHTB 1.1 -98 Lembar 2/15-KPPEB
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BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
( s s B ) m8|ﬂ.|l.:j'n P:fn?or Pos
al v
: K K
s, | BN AN BANGUNAN (SPOP PR}
KANTOR PELAYANAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengistan pada halaman belakang lembar inl terlebif dahulu.
A toNamawappgs: [ L [ ] T T T T T T T T T TTUCITTTIT T T TR T
2. Alamat Wajib Pajak
3. Kelurahan / Desa : 4. RT/RW: 6. Kecamatan :
6. Kabugpaten / Kota - 7%0de Pos : [ | 1 1 | ]
B. 1. NomorobekPaiakvoPyPee: (1] [ 1] LT3 O3 CIITT] O
2. Letak tanah dan atau bangunan . .
3. Kelurahan / Desa : i 4. RT/RW:
5. Kecamatan 6. Kabupaten / Kota :
Penghitungan NJOP PEB :
i fuvas NJOF PBB | m2 ;
Uiraian { Difs/ fuas tanan dan #lau bangunan yang | { Diisf berdasarkan SPPT PBS ahun tefjadinya Lias x NJOP PBB | m2
haknya diperoleh } paroishan hak }
" o NORPER R e TR
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan D:] 14, Harga transaksi / Nilai Pasar | Rp.
C.  PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanyz diisi berdasarkan penghitungan Wajib pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) 11w
Nitai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2 |3 ol U‘ﬁﬂg B : 1
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Fajak { NPOPKP ) angka ! -angka2 | 3 :_ ]
Bea Perolzhan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 [
Pengenaan 25% karena pemberian hak pengeiolaarypengenaan 0% atau 50% karena hibah wasial') | 0%25%:50%anpadl 5 | P
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 »
D. Jumlah seloran berdasarkan Untuk disetarkan ke rekening Kas Negara g BPHTB MAP: |0 1:5.1
D a. Penghitungan Wajib Pajak
[C] b STB/SKBKB/SKBKET *) Nomor: Tanggal e
E ¢. Pengurangan dihitung sendirt karena : [:D
0 e
Denpan angka : Dengan hurut
& |
l_*} Coret yang tidak perlu
MENGETAHUY : DITERIMA OLEM : SR || R
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / KANTOR PQS PERSEFS 'WAJIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) Tamggal @ .
Nama Lengkap, Stempel, dan tanda tangan Mama Lengkap, Stampel, dan tanda tangan Name Lengkap dan tanda tangan
Hanya diisi} A R A T ' '
oleh petugas
KFEPea

KP 8PHTB 1.1 -99 L Lambar 2/5-KPPBE



AD%E%*W&WKWH% Airlangga 4
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar
( s s B ) Ponar?nmmwranf
({ Bank / hos Parsepst )
OEPARTEMEN KELANGAN Al BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK AR s
CIREXTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN { SPOP PEB )

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian paua halaman belakang lembar ini terlebih dahulu,

A, 1 NamawajioPaiak: [ T 111 L L1 11T T T T ITTTITTITTTI L]
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Kelurahan / Desa : 4. RT/RW: 5. Kecamatan :
6. Kabupaten / Kota : 7.kode Pos: [ 1 ] [ 1]
B. 1. nomorObjokPaakvop,Pe8: [ 1) (1) (11 (Tt (T OOTT1]0O
2. Letak tanah dan atau bangunan
3. _Kelyrahan / Desa : ‘ 4 RT/RW:
5. Kecamatan : 6. Kabupaten / Kota .
Panghitungan NJOP PBB :
_ Luas NJOP PBB | m?
Uraian { Diisi fuas fanah dan atay bangunan yang | {Dis derdasarkan SAPT PBS tatun leriadinya Luas x NJOP PBB | m
3 haknya diperoieh ) peralehan hak )
i 2| 9| Rp, it| Rp.
Tanah ( bunw) o I A i L B P [ogariepas
m?| 101 Rp. 12| Rp.
Bangunan O MO R || . I
* NJoPPBR  [13] Rp.
.......................... angka 11 +angks 12|

15. Janis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: [ | ] 14. Harga transaksi / Nilal Pasar | Ag.

C.  PENGHITUNGAN BPHTB { Hanya diisi bardasarkan penghitungan Waijitr pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak { NPCP )
Nilai Pérolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP } P
Nilai Perojehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angkal-angka2 | 3
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terutang $%xangka 3 4l»
5
6

—

Penggpaan 25% karena pemberian hak pengelolaanypengenaan 0% atay 50% karana hibah wasiat'} | o%/25%/50%xangia 4
Bea Peralehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

>
0.  Jumiah setoran berdasarkan . Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq BPHTB MAP :
] 1. Peaghitungan Wajib Pajak :
| b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :
(3 c. Pengurangan dihitung sendiri karena : [ | |
O &
Dengan angka : Dengan hurut :
[Pe. |

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI - . DITERIMA QLEH : . R {: | -
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTCR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / KANTOR POS PERSEPSI © C WAL PAIAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*) Tanpgal .

Nama Lengkap, Stempel, dan 1anda tangan Wama Lengkap, Stempel, dan tanda tangan Namsz Lengkap dan tanda lanpan

Hanya dlisl
oleh pplugas
KP PBB

KP BPHTBE 1.1 -8%

lamhar 48 . Rank | KD Dasvanci



AtswﬁArrusMﬁm‘\ﬁsitas Airlangga
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
( SSB ) ggm KPPBB
pvpelkan oleh
Walib Pajak
DEPARTEMEN KELANGAN Al BERFUNGSI SEBAGA] SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
HREKTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN { SPOP PBB )
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahuiu.
At NamawajvPaak: | [ [ [ VI T 1T 1T 11 LI IV T VT TTTTTITETITTI I
2. Alamat Wajib Pajak ;
3. Kelurahan / Desa : 4, RT/RW: 5. Kecamatan :
6. Kabupaten/ Kota : 7.Kode Pos : ED:D:]
B. 1. NomorOnekPaakNoP)PBB: [ ] [T ] [ 1] (11 [ CII 13 0O
2. Letak tanah dan atay bangunan : -
3. Kelurahan / Desa : " 4. AT/RW:
5. Kecamatan : 6. Kabupatsn / Kota :
Penghitungan NJOP PBE -
Luas NJOP PBB | m?
Uraian { Dilsi luas tanah dan aiau banginan yaryy | {Disf bercsarkan SPPT PBB tahun fegadinys Luas x NJOF PBB | m?
haknya diparoleh ) porciehan hak )
Tanah { bumi } 7 m2| ¢ | Rp. 11| Rp.
__g_g___“ankahmiﬂ
Bangunan 8 m?| 10| Rp. 12] Rp.
[angka-8 x angla 10 |
* NJOP PBB 13| Rp.
.......................... [angka 17+angia 12}
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: [_] | 14. Harga bansaksi / Niai Pasar | Rp.
C.  PENGHITUNGAN BPHTB { Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajlb pajak )
Niiai Perclehan Objek Pajak { NPOP ) 1
Nilai Péroiehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2 3000 el
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NFOPKP } angka t-engka2 |3 | »
Bea Perolehan Hak atas Tanzh dan Bangunan yang terutang 5% xangka 3 4|0
Pengenaan 25% karena pemberian hak pengelolaarvpengenaan 0% atau 50% karena hibah wasiar*) | o%25%/s0%angkad| 5 |
Bea Perolehan Hak atas Tanah dar Bangunan yang harus dibayar 6 M
D.  Jumlah setoran berdasarkan : Untuk disatorkan ke rekening kas Negara aq BPHTE MAP ; [0 1]571]
Il a. Penghitungan Wajib Pajak
] b. $TB / SKBKB / SKBKBT =) Nomor ; Tanggal :
D ¢. Pengurangan dihitung sendii karena : EE]
d.
[n:| ' MILIN
engan angha : Dengan huruf FERPWEY,
I Rp. “ -lmmsm\s
SURABAYa
*) Coret yang tidak perlu
MENGETAHU; : DITERIMA QLEH: T TP oo
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / KANTOR POS PERSEPSI - " 'WAJIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA®) Tangpal & oo
Nama Lengiap, $tempsl, dan tanda tangan Kama Lengiap, Stempel, dan tanda langan Hama Langkap dan tanda tangan

KP BPHTB 1.1-99 - o ‘ P



ACSUHRATSETORMAN sitas Airlangga 5 :
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | lemP®
($s8B) o Py | |
Ygpala Kantor Peranahan -
BEPARTEMEN KEUANGAN Al BERFUNGS| SEBAGA) SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Kebkpalen Kota
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAJAK BUM) DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : :
PERHATIAN : Sacalah petunjuk pengisian pada halaman bslakang lembar ini terlebih dahulu. !

A v NamawabPaak: [ | [ 1 T 1 1T T I T T T T TTTTITTTTITTITTITTT ] ]
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Kelucahan f Desa : 4 AT /AW : 5. Kecamatan :
6. Kabupalen / Kota - 7. Kode Pos . EEEI:D

| -

B. 1. NomorObekPaiakvomypee: [ 1 | (T T 1 1] OO0 1T O

2. Letak tanah dan atau banqunan : o
3. . Kelyrahan / Desa : . . 4. RT/RW: _
5. Kecamatan : L 6. Kabupaten / Kota :
Penghitungan NJOP FBB :
Luvas NJOP PEB | m?
Urajan { Difsi luas tanah dan alau Banguean yang | { Dis berdasarian SPPT PRB fahun tedadinys Luas x NJOP PBB | m¥
haknya diperoish ) ' perolehan hak )
Tanah ( bumi ) 7] . m|9] Rp. 1| rp. T
........................................................................................................... v { AHRE T X ghe §
nan 8 m?| 0! Rp. 12| Rp.
Bangunan B p | ngia 8 x angka 10
- NJOP PBB 13| Rp.
..|aﬂgta 1T+ angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : [CI7] 14 Harga transaksi / Nilai Pasar [ Rp. )
C.  PENGHITUNGAN BPHTB { Hanya diisi berdasarkar penghitungan Wajib pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP 110
Nilai Parolenan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) 2 [3i:5730,000,000
Nilai Perojehan Objek Pajak Kena Pajak { NPCPKP ) angka t-angra2 | 3 | o
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguaan yang terutang 5% xangka 3 4| m
Pengeaan 25% karena pemberian hak pengelolaan/pdngenaan 0% atau S0% karena hibah wasiat™} | o%25%/50%angkad| 5 | W
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar L
D.  Jumiah setoran bergasarian : Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq BPHTB MAP : [0 15 1]
D a. Penghitungan Wajib Pajak -
O b. STB / SKBKB / SKBKST *} Nomor : Tanggal ;
] c. Pengurangan dinitung sendiri karena : [~ ] | -
O
Dengan angka : Dengan huruf :
L. |
*} Coret yang tidak periu
MENGETAHYI ; _ . OITERMAOLEH: [ s O (R .
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / XANTOR POS PERSEPSI - 1+ 'WAJIB PAJAK / PENYETOR '
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KDTA*} Tanggal @ .ovvereeerrreemien
Nama Lengkap, Stempel, dan 1anda tangan Nama Lengkap, Stempel, dan tands tanga Nama Lengkap dan tanda tangan
Hanya gilgl | [ 2
oieh petugas
KP'PBE

KPBPHTB 1.1 -39 " Lombar 5/5 - Paiabl
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